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PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
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TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI TAPIN,

bahwa dalam rangka untuk optimalisasi

penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang

bersumber dad Pajak Sarang Burung Walet,

maka ketentuon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Daerah

Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2Ol2 tentang

Pajak Daerah, perlu dilakukan penyesuaian

dengan melalui perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor

14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong (L,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Mengingat : 1.

b.
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Kompsi, Kolusi dan Nepotisme (L,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5Oa9);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,

Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telatr diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentalg Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

{
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6.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Femungutan Pajak Daeratr dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

516r);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2OlO

tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut

Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau

Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor

153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintalr Nomor L2 Tahun 2OL7

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 60a1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dqngg,n Pqr4tr,:,r4n Menteri Dal4m Ngggri

Nomor 2L Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengeloaan Keuangan Daerah;

8.

9.

10.
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Perahrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14

Tahun 2OL2 tentang Pajak Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor

l4), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06

Tatrun 2OL4 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2Ol2

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2Ol4 Nomor 06);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tatrun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (I*mbaran Daerah Kabupaten

Tapiq Tahuu 2016 Nqqlqr Q9);

Dengan Persetqiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dart

BUPATI TAPIN

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TAPIN NOMOR 14 TAHUN 2OI2 TENTANG PAJAK

DAEMH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin

Nomor 14 Tahun 2Ol2 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2OI2 Nomor 14), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2Ol4

tentang Perubahan Atas Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor

14 Tahun 2Ol2 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daeratr Kabupaten

Tapin Tahun 2OI4 Nomor 06), diubah sebagai berikut:

11.

t2,
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1. Ketentuan Pasal 54 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat

(3), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah ora.ng pribadi

atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau

mengusahakan Sarang Burung Walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau

Badan yang melakukan pengambilan danlatau
mengusahakan Sarang Bumng Walet.

(3) Orang prtbadi atau badan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) harus berdomisili di daerah atau orang

pribadi atau badan yang memberikan kuasa kepada orang

pribadi atau badan yang berdomisifi di daerah.

2. Ketentuan Pasal 55 ditambatrkan I (satu) ayat ban"r, yakni ayat

(3), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah

Nitai Jual Sarang Bumng Walet.

(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihihrng berdasarkan perkalian antara harga

pasar€ul umum Sarang Burung Walet yang berlaku di
daerah yang bersangkr-rtan dengan volume Sarang

Burung Walet.

(3) Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud

pada ayat (21ditetapkan oleh Bupati.

M
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

--pada 
tanggd t4 september 20 fB

*,lL

SYAHYAR
Diundangkan di Rantau_

padatanggal 14 September lAn
S DAERAH KABUPATEN TAPIN,

I

BARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2078 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI IGTIMANTAN SELATAN : ( BO I2OL8)


